
 

KEPUTUSAN BERSAMA 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 

DAN 

BUPATI PURWAKARTA 

 

     NOMOR  : 188.342/Kep.12-DPRD/2020          

             : 188.342/Kep.12/Huk/2020 

   LAMPIRAN : 1 (satu) berkas 

  

TENTANG 

 

PERSETUJUAN TERHADAP 

2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN PURWAKARTA  

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 

DAN 

BUPATI PURWAKARTA, 

 

Menimbang :  a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dilaksanakan Rapat 

Paripurna DPRD pembicaraan Tingkat II pembahasan 2 

(dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta; 

 

a. bahwa dengan telah disetujuinya rancangan peraturan 

daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam 

Rapat Paripurna DPRD, maka guna tertib hukum dan tertib 

administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan 

Bersama DPRD Kabupaten Purwakarta dan Bupati 

Purwakarta. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 

Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah  

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2851); 

 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3851); 

 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majlis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 



Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majlis 

permusyawaratan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 383, Tambahan Lemabaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5650); 
 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6398); 
 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 

2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 

Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Purwakarta Nomor 3); 

 

 

 

 

 

 



 

MEMUTUSKAN  :  

Menetapkan : 

 

KESATU : Menyetujui terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Purwakarta; 
 

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada 

diktum KESATU di atas adalah raperda tentang : 

1. Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 17 Tahun 2011 

Tentang Pajak penerangan Jalan; 

2. Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023. 
 

KETIGA : Raperda sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas, 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini; 
 

KEEMPAT  : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

        

Ditetapkan di Purwakarta 

pada tanggal, 17 Desember 2020                

 

 
 

BUPATI PURWAKARTA, 

 

 

 

ttd 

 
 

ANNE RATNA MUSTIKA 

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA 

KETUA, 

 

ttd 
 

 

AHMAD SANUSI 
 

 

Tembusan :  

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung; 

2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II 

Purwakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN  I  :  KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI 

PURWAKARTA. 

NOMOR :  188.342/Kep.12-DPRD/2020          

    188.342/Kep.12/Huk./2020 

TANGGAL : 17 DESEMBER 2020 

TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA. 
   

 

 

RANCANGAN 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 
 

NOMOR    TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG 

PAJAK PENERANGAN JALAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PURWAKARTA, 

 

Menimbang : a.  bahwa bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan 

salah satu sumber pendapatan daerah yang penting 

guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Purwakarta; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 

17 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan; 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 

Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 

  3.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 



  4.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah 

beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 

Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4999); 

  5.  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3686),sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3987); 

  6.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

  7.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  8.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  9.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573);  

 



  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang 

Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3394) sebagaimana atelah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4469); 

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5161); 

  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 

Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan 

Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh 

Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5179); 

  15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  16.  Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 

Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 

  17.  Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan; 

    

 

 

 

 



Dengan Persetujuan Bersama: 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 

dan 

BUPATI PURWAKARTA 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 

TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN 

 
 

Pasal I 
 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak 

Penerangan Jalan (Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 

2011  Nomor 17) diubah sebagai berikut:  

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah sehingga berbunyi: 

2.    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4.  Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Pajak 

Daerah di Kabupaten Purwakarta. 

 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi: 
 

 

Pasal 6 

 
 

(1) Tarif pajak ditetapkan Penggunaan untuk kepentingan rumah tangga 

dan kepentingan komersial bukan industry, pertambangan minyak 

bumi dan gas alam: 

a. Daya terpasang sampai dengan 2200 VA sebesar 5 % (lima persen).  

 

b. Daya terpasang diatas 2200 VA sampai dengan 5500 VA sebesar 6 

% (enam persen).  

c. Daya terpasang diatas 5500 VA sebesar 8 % (delapan persen).  

(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industry, 

pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak sebesar 3 %(tiga 

persen). 

(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak sebesar 1 

%(satu persen); 

 

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 
 

 

Pasal 7A 
 
 

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dapat di berikan 

insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 

anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 



(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi: 

 

Pasal 26 

 

Hasil Penerimaan Pajak  minimal 10% dialokasikan untuk penyediaan dan 

pemeliharaan penerangan jalan 

 
 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Purwakarta. 
 

Ditetapkan di Purwakarta 

Pada tanggal, 17 Desember 2020 

 

BUPATI PURWAKARTA, 

 

 ttd  

 

ANNE RATNA MUSTIKA 

 

BUPATI PURWAKARTA, 

 

 

 

  ttd 

 

 

       ANNE RATNA MUSTIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA 

KETUA, 

 

ttd 
 

 

AHMAD SANUSI 

 



LAMPIRAN  II  : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI 

PURWAKARTA. 

NOMOR :  188.342/Kep.12-DPRD/2020         

    188.342/Kep.12/Huk./2020 

TANGGAL : 17 DESEMBER 2020 

TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA. 

   

 

RANCANGAN 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 
 

NOMOR    TAHUN 2020 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

PURWAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN 

PURWAKARTA TAHUN 2018-2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA 

BUPATIPURWAKARTA, 

 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 342 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RPJMD dapat 

dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar, 

yakni perubahan kebijakan nasional; 

b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan 

Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 

2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah, maka RPJMD Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2018-2023 harus 

dilakukan penyesuaian; 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Mengingat 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu 

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Purwakarta tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten  Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023; 

 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaiman 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5941); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas  Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

 

 

 

 



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peaturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 

tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 



20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua  Atas  Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun  2005-2025. 

(Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 

2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 

237); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4  

Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan 

Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005- 

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 

2008 Nomor 16); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor  9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran 

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 54); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor  1 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018- 

2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 

2019 Nomor 1); 



  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

PURWAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN 

PURWAKARTA TAHUN 2018-2023 
 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1), diubah 

sebagai berikut: 
 

1 Ketentuan dalam Lampiran diubah menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

2 Ditambahkan satu ayat baru pada Pasal 7, sehingga Pasal 

7 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7 
 

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: 

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa 

proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan 

tata cara penyusunan rencana pembangunan 

Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa 

substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; dan 

c. terjadi perubahan yang mendasar. 

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf 

b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku 

RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun; 

 

 

 

 

 



(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana 

alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial 

budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau 

perubahan kebijakan nasional; 

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi 

pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat 

Daerah; dan 

(5) Pada saat Perubahan RPJMD ditetapkan, maka RKPD 

dan Renja PD Tahun 2021 - 2023 wajib mempedomani 

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta. 

 

Ditetapkan di Purwakarta 

Pada tanggal 17 Desember 2020 

 

BUPATI PURWAKARTA, 

 

 ttd 

 

ANNE RATNA MUSTIKA 

 

BUPATI PURWAKARTA, 

 

 

 

ttd 

 

 

ANNE RATNA MUSTIKA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA 

KETUA, 

 

ttd 

 

 

AHMAD SANUSI 
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